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PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG
PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPA T HALMAHERA SELATAN,

g a bahwa dalam rangka penmingkatan pembangunan infrastruktur sektor
transportast di Kabupaten Halmahera Selatan, maka perlu dibangun 3 ( tiga)
ruas jalan di Kabupaten Halmahera Selatan,

b bahwa guna keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemerintah
Kabupaten Halmahera Selatan melakukan Pinjaman Daerah pada Pusat
Investast Pemenintah,

¢ bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan pinjaman dart Pusat
Investasi Pemerintah adalah adanya Peraturan Daerah,

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf
b. dan huruf ¢. perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera

Selatan tentang Pinjaman Daerah,

1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945,

2 Undang-Undang Nomor 46 ['ahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku lenggara Barat
(Lembaran Negara R1 Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran
Negara R I Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R Tahun 2000 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara R 1 Nomor 3961),

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku Utara (I embaran Negara R 1 Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara R I Nomor 4264),

4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negera R T Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
R 1 Nomor 4286),

4 Undang-Undang Nomor | lahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara R 1 lahun 2004 Nomor 5, lambahan Lembaran Negara
R I Nomor 4355),

5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R I Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4400),

7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421),

8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, 1 ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),






